
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN PE"IABAT PENGEI,OI.,A INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMSI PEMLIHAN I.JMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang a bahwa dalam rangla melaksanakan ketentuan Pasal 7

Undang-Undang Nomor t4 tahun 2008 tentang

Keterbukaan lnformasi Publik;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbang€rn sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang

Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumbawa Barat'

c.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tatrun 1999 tentang

Telekomunikasi (L,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58, Tambahan

lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a3l;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (I-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a6l;

4. Undang. . .
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AW tentang Layanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OA9 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2W bntang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 152, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentang

Fenyelenggaraan Pemilihan Umum (I-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 101,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 52aQ;

7. Feraturan Femerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informa"si Rlblik [t embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OlO Nomor 99, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 51a9);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2OLg tentang Tata Ke{a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum KabupatenlKota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 32O),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Perubahan

Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2L Nomor 7861;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar l,ayanan Informasi Publik (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 272,

Tambahan Berita Begara Republik Indonesia Nomor 1);

1O.Peraturan...
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10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 649, Tambahan Berita Begara Republik

Indonesia Nomor 5);

1 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O 1 Tahun

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Al5 Nomor aSQ;

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun zAP
tentang Standar I.ayanart dan Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Pemilihan Umum. (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 189,

Tambahan Berita Begara Republik Indonesia Nomor 1);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentang T\.rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 72361;

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub

Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2022;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAE}UPATEN

SUMBAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN PE."IABAT

PENGEI,OT-A. INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat,
dengan. . .

KESATU
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dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam l,ampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. Pembina PPID

b. Tim Perlimbangan Pelayanan Informasi;

c. Atasan PPID;

d. PPID;

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam la.mpiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan

ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) 076 Satuan Keg'a Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor

3/HK.03.1-Kptl52o7 /I<PU-Kablrl2O2l tentang

Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumbawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 24 Maret 2O22

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
ETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

N SUMBAWA BARAT
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

Kasu

Anwar

DENNY SAPUTRA

jdih.kpu.go.id/ntb/ksb



LAMPIRAN I

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN SUMBAWA BARAT
53 TAHUN 2022
24 MARET 2022
PENGAI{GKATAI.I PE.IABAT PENGEI,OIA
INFORMASI DAN DOKUMEI{IASI KOMISI
PEMILIFIAN T'MUM KABUPATE}I SUMBAU/A
BARAI.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 24 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

STRUKTUR PRIABAT PENGEI,OI"A INF\fRMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMLtrHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

SUMBAWA BARAT
Hukum dan Sumber Daya Manusia, DENNY SAPUTRA

ttd

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN

1 Denny Saputra, S.Pd Ketua KPU Kabupaten
Sumbawa Barat Pembina

2 Deni Wan Putra, S.E
Anggota KPU Kabupaten

Sumbawa Barat
Tim

Pertimbangan

3 Jalaluddin, M.P Anggota KPU Kabupat€n
Sumbawa Barat

Tim
Pertimbangan

4 Rahmat Riadi, S.Sos.I., M.Si Anggota KPU Kabupaten
Sumbawa Barat

Tim
Pertimbangan

5 Herman Jayadi, S.AP Anggota KPU Kabupaten
Sumbawa Barat

Tim
Pertimbangan

6 Agus Salim, S.Pt Sekretaris KPU Kabupaten
Sumbawa Barat Atasan PPID

7 Iwan Kuniawan, S.IP

Kasubag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu

dan Hubungan
Masyarakat

PPID

8 Tedi Darmawan, S.Kom Kasubag Keuangan,
Umum & Iosistik

Tim
Penghubung

I Faridah Anwar, S.H Kasubag Hukum dan
$umber Daya Manusia

Tim
Penghubung

10 Nervy Agustina Wijayanti, S.E
Kasubag Perencanaan,

Data dan Informasi
Tim

Penghubung
11 Ahmad Al Hidir, S.H Fungsional Umum Desk Pelayanan
t2 Ahmadi Fuogsional Umum Desk Pelayanan

Anwar
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LAMPIRAN II

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILTTIAN UMUM
KAI}UPATEN SUMBAWA BARAT
53 TAHUN 2022

24 MARET 2022
PENGAI{GKATAN PF^IABAT PENGEI.OI,A
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMSI
PEMILIFIAN UMUM KAE}I'PATEN SUMBAWA
BARAI.

TUGAS STRUKTUR PE.IABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

A. Pembina berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang

dikecualikan di ling!<ungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumbawa Barat;

3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang:

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi

dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan

dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses

informasi publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumbawa Barat;

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayarlan informasi publik
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan
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Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumbawa Barat;

2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungarn

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Menata dan menyimpan lnformasi Publik yang diperoleh dari seluruh

unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumbawa Barat;

4. Menyeleksi dan menguji Informasi Pubtik yang termasuk dalam

kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik

Bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum kabupaten Sumbawa Barat;

6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi

dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan

Pembina PPID;

7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada

atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan lnformasi kepada publik;

2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;

3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan

dengan masalah lnformasi Publik kepada Sub Bagian Hukum

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumbawa Barat.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi da:r

Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 24 Mar.et 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM ffd

SUMBAWA BARAT
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

An

DENI{Y SAPUTRA
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